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ABSTRAK 

 
 
Berlakunya Undang Undang  Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya direvisi 

menjadi Undang Undang  Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, yang 
mengatur pelaksanaan otonomi daerah  yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kiranya 
telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada setiap daerah untuk meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat. Sebagian besar kewenangan pemerintah pusat diserahkan 
kepada pemerintah Kabupaten. Begitu juga dengan kewenangan di bidang pertanahan. 
Pemerintah menyadari bahwa masalah pertanahan yang dari hari ke hari semakin mencuat 
dalam kehidupan masyarakat perlu segera diatasi. Selanjutnya pemerintah pusat 
mengeluarkan kebijakan bidang pertanahan yang tertuang dalam Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang  Kebijakan Nasional di Bidang 
Pertanahan yang mencakup 9 kewenangan di bidang pertanahan yang diserahkan dari 
pemerintah pusat kepada Pemerintah Kabupaten. 

Penelitian ini bertitik tolak pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
34 Tahun 2003 yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, tetapi di sisi lain BPN 
sebagai representasi Pemerintah Pusat masih eksis di tingkat kabupaten. Oleh karenanya, 
Peneliti tertarik untuk meneliti implementasi Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 34 Tahun 2003 tersebut  di Kabupaten Jember dengan alasan bahwa: (1). Di 
Kabupaten Jember terdapat gejala kasus pertanahan yang lebih banyak jika dibandingkan 
dengan kabupaten lain di wilayah Eks Karesidenan Besuki; (2). Penelitian yang membahas 
kewenangan pertanahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten masih langka. Oleh karena itu 
peneliti mengajukan perumusan masalah sebagai berikut: (a). Bagaimana upaya-upaya yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember agar dalam pelaksanaan sembilan 
kewenangan di bidang pertanahan berjalan secara efektif  sesuai dengan Keputusan Presiden 
Nomor 34 Tahun 2003 ?; (b). Kendala apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Jember 
dalam pelaksanaan sembilan kewenangan di bidang pertanahan sesuai dengan Keputusan 
Presiden Nomor 34 Tahun 2003 ? 

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif serta menyajikan data-data yang 
ada di lapangan untuk menggambaran implementasi Keputusan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tersebut di kabupaten Jember berikut dengan faktor faktor 
yang mempengaruhinya. Penulis menggunakan Teori yang diperkenalkan George Edwars 
III yang menyatakan bahwa 4 faktor yang berpengaruh dalam implemntasi kebijakan ini 
diantaranya struktur birokrasi pelaksana, komunikasi pelaksanaan, sumber daya pendukung, 
serta disposisi implementor. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa ada 
beberapa hal yang mempengarui yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan 
kewenangan tersebut antara lain: SOP belum memadai, Fragmentasi pelaksanaan kebijakan 
di daerah,  keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, keterbatasan 
pembiayaan, serta inkonsistensi kebijakan. 
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ABSTRACT 

 
 

The applicability of Indonesian Law (Undang – Undang) Number 22 Year 1999 
that had been revised to be Indonesian Law (Undang – Undang) Number 32 Year 2004 
about Local Government, that regulate the implementation of local autonomy with 
extensive, real, and responsible, should give more authority to each local government to 
improve the quality of public service. Most of central government authority had been given 
to Regency Government. It is also with the land authority. The central government realizes 
that land problems in our people community are being increase day by day and it must be 
overcome. Then, the central government published the land regulation by Decision 
President of the Republic of Indonesia (Keputusan Presiden RI) Number 34 Year 2003 
about National Policy of The Land Authority Sector yang include 9 (nine) authority in land 
sector that given from central government to regency government.  

This research starting point in Decision President of the Republic of Indonesia 
Number 34 Year 2003 which must be implemented by the regency government, but on the 
other side of the BPN as a representation of the central government still exist at the regency 
level. Therefore, the writer interested in studying the implementation of Decision President 
of the Republic of Indonesia Number 34 Year 2003 in Jember Regency on the grounds that: 
(1) In Jember Regency  there are signs that more cases of land compared to other regency in 
the region Ex Besuki Residency; (2). Research studying land authority in scope regency 
government still be scarce. Therefore, researcher submits formulation of problem as 
follows: (a). How the efforts undertaken by the Jember Regency Government for the 
implementation of nine authority in the land sector are working effectively in accordance 
with Decision President of the Republic of Indonesia Number 34 Year 2003; (b). What 
obstacles faced by the Jember Regency Government in execution of nine authorities in land 
area as according to Decision President of the Republic of Indonesia Number 34 Year 2003? 

The writer using qualitative research method and also present the factual data to 
describes the implementation of Decision President of the Republic of Indonesia (Keputusan 
Presiden RI) Number 34 Year 2003 about National Policy of The Land Authority Sector in 
Jember Regency also with all influences factors. The author uses the theory introduced by 
George Edwards III where there are four  factors that influence bureaucratic structures such 
as executor, communication, implementation, support resources, and disposition of 
implementers. From the research results, there are some things that affects the 
implementation of these authorities among them are: standard operating procedure (SOP) 
inadequate , fragmentation of policy implementation in the region, limited human resources 
and means of support, limited of financing and inconsistent policies 
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